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ABSTRAK 

 

Pengaturan tindak pidana diatur secara luas dimulai dengan undang-undang 

nomor 22 Tahun 1997, yang mengatur tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap 

pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. 

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini mengatur upaya pemberantasan terhadap 

tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur 

hidup, dan pidana mati. Pada tahun 2009, ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2007 

dirubah dengan  undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam 

Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 

dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. 

Ketentuan dalam  undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengatur 

mengenai sanksi pidana bagi bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya mengenai pemberatan sanksi pidana, baik 

dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana 

penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan 

dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Pengaturan 

Narkotika terutama mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan 

Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan 

diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang 

lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran 

gelap narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan 

BNN. Secara yuridis eksistensi BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-

undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 75 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka 

melakukan penyidikan. 
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PENDAHULUAN 

Peningkatan pengendaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena 

kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri 

melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang 

terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, 

perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius 

bagi kehidupan umat manusia.  

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana 

khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada 

umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana 

seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan 

pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana 

narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. 

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran Narkoba telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, 

teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat 

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sehingga dalam 

perjalanannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 merupakan bukti dari keseriusan 

pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun dalam 

pengaplikasiannya peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-

akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat.  

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan 

masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-undang 

No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang 

lama dengan Undang-undang baru No.35 Tahun 2009 ialah dibentuknya Badan Narkotika 

Nasional (BNN). BNN menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang 

dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sekarang. 

Dibandingkan dengan BNN berdasarkan Perpres 83 tahun 2007, tugas dan wewenang 

BNN lebih luas, tidak sekedar menjalankan fungsi sebagai lembaga pengkoordinasi. 

Dalam Perpres tersebut, tugas BNN membantu Presiden dalam : (a) mengkoordinasikan 

instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat 

disingkat dengan P4GN; dan (b) melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas 

yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya masing-masing. 

 

PEMBAHASAN 

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan 

kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. BNN tersebut didasarkan pada Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya 

mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.  

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi 

lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk 



melakukan penyelidikan dan penyidikan.
1
. Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 

2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan 

Narkotika Nasional, memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan narkotika. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberikan 

kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika.  BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 

Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, psikotropika, 

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.  

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dalam ketentuan Pasal 81 memberikan 

penjelasan tentang penyidikan yakni BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 

Undang-undang ini. Pasal 84 ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 memberikan 

penjelasan tentang perlunya kordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan tindak 

pidana narkotika.  

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya diatur juga 

sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka BNN diharapkan mampu 

membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah 

melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 

2009, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana 

belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk 

mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan 

didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status 

kelembagaan BNN pun ditingkatkan.  

Secara yuridis eksistensi BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-

undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN.  

Selain berdasarkan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dasar hukum 

pembentukan BNN juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. BNN yang selanjutnya dalam Keputusan 

Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kordinasi Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia.  

Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

 

KESIMPULAN 

Pengaturan Narkotika terutama mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini 

diganti dengan Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian 

diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena 

Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani 

penyebaran dan peredaran gelap narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

diatur mengenai kewenangan BNN. Secara yuridis eksistensi BNN diatur didalam 

ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 
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memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan 

Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan 

BNN ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 yaitu penyidik BNN, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai berikut: 1). 

Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta 

kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 2). Memerintahkan kepada pihak 

bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka 

atau pihak lain yang terkait;  3). Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau 

lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 

4). Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 5). Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang 

seseorang bepergian ke luar negeri; 6). Meminta data kekayaan dan data perpajakan 

tersangka kepada instansi terkait; 7). Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, 

transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta 

konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal 

yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 8). Meminta bantuan interpol Indonesia 

atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan 

penyitaan barang bukti di luar negeri. 
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